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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dinamika politik yang terjadi pada
upaya pemekaran Brebes Selatan. Penulis sedikit banyaknya berusaha
menguraikan proses pemekaran baik secara politik maupun administrasi serta
mendeskripsikan bagaimana perjuangan yang dilakukan elit politik lokal dan
Pemerintah Kabupaten Brebes dalam pengupayaan pemekaran juga kondisi dan
peristiwa apa saja yang terjadi pada dinamika politik pemekaran Brebes Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik yang terjadi
pada pemerintah daerah dan elit politik lokal terhadap upaya pemekaran Brebes
Selatan dan untuk analisis maslahah mursalah terhadap upaya pemekaran Brebes
Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian /apangan (field research) yaitu
penelitian yang bertujuan memperoleh data maupun informasi yang
sesungguhnya di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data
primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil
wawancara kepada pihak pemerintah kabupaten Brebes serta pegiat pemekaran
dalam hal ini yakni ketua dan sekretaris Presidium pemekaran Brebes Selatan,
sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi maupun karya tukis
lainnya yang berhubungan dengan pemekaran Brebes Selatan. Teknik
pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, dokumentasi, /ibrary
research, observasi dan internet searching.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika politik terhadap
upaya pemekaran Brebes Selatan diwarnai dengan berbagai peristiwa di
dalamnya antara lain pembentukan Presidium Pemekaran Brebes Selatan, Komite
Pemekaran, Penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui Kongres Rakyat dan
Kajian Ilmiah hal ini merupakan bentuk-bentuk perjuangan sebagai upaya
pemekaran Brebes Selatan yang tentunya memuat unsur politik. Dinamika
politik upaya pemekaran Brebes Selatan dinilai sejalan dengan maslahah
mursalah yakni kesejahteraan bagi masyarakat umum merupakan sebuah
kemaslahatan yang harus selalu diupayakan, melalui pemekaran diharapkan
mendatangkan banyak kemudahan hingga mampu memenuhi seluruh aspek
kebutuhan dalam masyarakat, terutama untuk kemudahan dan efektivitas
pelayanan publik. Upaya tersebut tidak terlepas dari perjuangan Elit Politik
Lokal dan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

Kata Kunci: Dinamika politik, Pemekaran wilayah dan Maslahah mursalah.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang hadir menggantikan
undang- undang sebelumnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah.
Undang-undang ini dirasa sesuai dengan amanat konstitusi hasil amandemen
yang menekankan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan di daerahnya menerut asas otonomi daerah dan
tugas pembantuan. Implemetasi dari Undang- Undang No. 23 Tahun 2014
memberikan dampak dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan
pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan substansinya undang-
undang ini mempengaruhi sistem otonomi daerah, dimana aspek yang
terpenting adalah pembentukan daerah yang mana adalah penggabungan
beberapa daerah atau pemekaran suatu daerah yakni dari satu daerah menjadi
dua daerah atau lebih.

Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa)
merupakan dinamika kemauan masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki
cakupan luas wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU No. 23
Tahun 2014 dan PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Cara Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang
bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan. Berdasarkan

ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari



beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu
daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi, pemekaran
daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat
dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan
keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antara
pusat dan daerah. Selain itu diatas, pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai
sarana pendidikan politik ditingkat lokal untuk sesuai potensi dan cita-cita
daerah.!

Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (selanjutnya
disebut UU No 23 Tahun 2014) menentukan bahwa pembentukan daerah
berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah, berkaitan dengan
pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan
bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah
kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian
daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu
daerah baru. Berkaitan dengan pemekaran daerah ada dua kepentingan yakni
pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat serta memperpendek rentang
kendali pemerintahan.?

Gagasan pemekaran wilayah dan Daerah Otonom Baru memiliki dasar

hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat pembentukan

1 Andik Wahyun Mugoyyidin, “Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca
Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan”, Jurnal Konstitusi,
Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, him. 291

2Azies Bauw, “Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Legal Pluralism, Vol 8 No. 1 Januari 2018, him 3



daerah terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi
daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi
dalam daerah yang lebih kecil. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah yang memberi peluang pembentukan
daerah dalam suatu NKRI, vyaitu daeraah yang dibentuk berdasarkan
pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial
politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang
memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.?

Namun dalam beberapa kasus atau kejadian, implementasi otonomi
daerah lebih banyak dilakukan untuk pemekaran daerah ketimbang
penggabungan daerah. Banyaknya pemekaran daerah tentu saja karena adanya
undang- undang mengenai otonomi daerah yang memayunginya, begitu juga
dengan adanya PP No. 78 Tahun 2007. sehingga tidak sedikit daerah dan elit-
elit daerah yang memanfaatkan peluang tersebut. Diluar Jawa kenapa proses
pemekaran itu cepat karena penggagasanya dari atas dalam hal ini kabupaten
induknya, Bupati yang inisiatif sehingga formasi yang di bawahnya apakah itu
Camat, Kepala Desa sampai dengan RT, RW semua menempatkan diri di
bawah formasi sehingga minim adanya polemik silang pendapat.

Berbeda dengan pemekaran Brebes Selatan ini penggagasnya buttom up
dari bawah, hal ini menjadi faktor politik yang paling dominan, dari sinilah
diketahui tuntutan masyarakat yang begitu besar mendorong terjadinya

semangat pemekaran. Perjuangannya dari bawah, sementara Pemda dalam hal

3Andik Wahyun Mugoyyidin, “Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca
Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan”, Jurnal Konstitusi,
Vol 10, Nomor 2, Juni 2013, him. 292



ini Bupati sejak reformasi hanya mengumbar janji-janji politik saja. Pada saat
kampanye begitu manis namun, pada kenyataan setelah berkuasa semua
cenderung menghindar ketika disampaikan terkait dengan aspirasi masyarakat,
sehingga mengalami dinamika perjuangan yang tidak mudah sampai dengan
sekarang ini boleh dikatakan belum berhasil namun memang kebijakan secara
umum secara nasional pemerintah dalam hal ini Presiden juga sedang
memberlakukan moratorium.

Brebes bagian selatan yang terdiri dari enam wilayah kecamatan
yaitu: Bumiayu, Tonjong, Sirampog, Paguyangan, Salem dan Bantar kawung.
Enam kecamatan diwilayah brebes selatan tersebut ingin memisahakan diri dari
Kabupaten Brebes yang menjadi Kabupaten induk. Luas wilayahnya (1.657,73
km?) berakibat pada jarak yang cukup jauh untuk ditempuh warga bagian
Brebes Selatan menuju Kabupaten Brebes juga sangat memakan waktu dan
biaya yang tentu saja tidak sedikit hanya demi pelayanan publik. Selain itu
pemekaran juga dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan yang belum
merata. Maka dengan adanya pemekaran daerah otonom baru akan memperluas
lapangan pekerjaan, ekonomi rakyat semkain kuat dan pemanfaatan serta
pengelolaan alam sebagai bentuk percepatan pengelolaan potensi daerah.*

Sebagaimana yang Kkita ketahui pemekaran wilayah merupakan
kebijakan yang diatur melalui undang-undang dimana undang-undang
merupakan produk politik. Di bawah undang-undang ada kebijakan-kebijakan

lain yang juga berasal dari politik. Konsep dasar dalam politik diantaranya

4Akhpriyani Trisnawati, Jurnal Opf Politic And Goverment And Studies, Vol. 14 NO. 2
Tahun 2014, him. 2-3



adalah kekuasaan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum.
Dalam kekuasaan ada kewenangan, tekanan/paksaan (force) dan pengaruh serta
legitimasi. Oleh karena itu politik sangat berperan penting dalam proses
pemekaran suatu wilayah dengan berbagai gejolak/ dinamika yang ada karna
dalam politik banyak kehendak yang tidak semuanya menang dan kehendaknya
dapat terlaksana.

Proses politik (political process) adalah mengacu pada suatu keadaan
dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik dan
menggunakannya untuk kepentingan atau kelompok mereka sendiri. Pemikiran
tentang proses politik juga dikemukakan oleh Almond mengatakan, bahwa
proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang diartikulasikan oleh
kelompok kepentingan yang diagregasikan oleh parpol, sehingga kepentingan-
kepentingan Khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum dan
selanjutnya dimasukan kedalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan
oleh badan legislatif dan badan eksekutif.

Kemudian Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip dari Jurnal yang
ditulis oleh Hariyanto berjudul Politik Hukum Pencegahan Dan Penanganan
Politik Uang Dalam Pemilu bahwa, mendefinisikan politik hukum sebagai
aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan

sosial dan tujuan hukum tertentu dalam masyarakat.®

> Ermin Trisna Ramadhani Dkk, “Proses Politik Dalam Upaya Pemekaran Daerah
Kabupaten Berau Pesisir Selatan”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang, him 8.

®Hariyanto, Hariyanto, “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam
Pemilu”, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 367
https://journals.usm.ac.id/index.php/humani.article/view/4057.



Adapun penyebab satu daerah dimekarkan secara umum dapat
dipetakan sebagai berikut:’
1. Keadaan wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang banyak
mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat tidak efektif dan efisien.
2. Perbedaan etnis (budaya) dalam satu wilayah pemerintahan.
3. Untuk mendapatkan keadilan.
4. Timpangnya pemerataan pembangunan.
5. Untuk mendapatkan status kekuasaan.
Sedangkan Ada empat faktor yang memicu adanya pemekaran Brebes
Selatan yaitu aksesbilitas, fasilitas umum, kesempatan kerja dan partai politik.
Masyarakat menilai ketersediaan fasilitas umum yang kurang memadai di
Brebes Selatan jika dibandingkan dengan Brebes Utara. Kabupaten Brebes
merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar kedua di jawa tengah.
Secara eksisting pemekaran wilayah kabupaten Brebes dipicu karena adanya
kesulitan yang dialami dan dirasakan masyarakat Brebes bagian selatan dalam
hal aksebilitas dan memenuhi pelayanan publik karena harus menempuh jarak
55 KM menuju Kabupaten pusat begitu pula dengan kesempatan kerja dan
partai politik yang dinilai masyarakat turut menjadi faktor pecimu pemekaran
Brebes Selatan.® Faktor-faktor tersebut masuk ke dalam perlunya keadilan
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih baik dan lebih memadai.

Adapun faktor politik pemicu upaya pemekaran Brebes Selatan diantaranya,

7 Azies Bauw, “Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Legal Pluralism, Vol 8 No. 1 Januari 2018, him 9

8Eppy Yuliani Dkk, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesiapan Pemekaran Wilayah
Kabupaten Brebes”, Jurnal Universitas Islam Sultan Agung Semarang, him. 14



faktor organisasi kemasyarakatan, faktor partisipasi masyarakat, komunikasi
politik yang terus menerus dilakukan elit politik lokal Brebes Selatan dalam
melobi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

Menurut salah satu tokoh Brebes Selatan, Abdul Karim Nagib,
mengungkapkan wacana pemekaran ini muncul pertama muncul sejak 1957.
Saat itu wacana pemekaran hanya sekedar pembicaraan dari mulut ke mulut
dan hanya berupa pendapat. Lalu lima tahun kemudian, isu ini mewujud
menjadi sebuah gerakan oleh sejumlah tokoh disana. Saat reformasi bergulir
pada 1998 , wacana pembentukan kabupaten baru di wilayah selatan Brebes
kembali bangkit. Karim termasuk salah satu orang yang menggagas ide
pemekaran. Bersama sejumlah tokoh lainnya seperti Rojikin, Faris Sulhaq,
Ilia Amin dan lainnya terus memperjuangkan pemekaran. Hingga pada 2004
terbentuklah Presidium pemekaran melalui kongres rakyat yang digagas oleh
tokoh-tokoh tersebut. Upaya memisahkan diri dari Kabupaten Brebes ini terus
berjalan dari tahun ke tahun. Berbagai upaya dilakukan dari mulai menggelar
pertemuan hingga membentuk grup di media sosia luntuk menjaring aspirasi.
Lalu pada 2015 mulai dilakukan kajian ilmiah oleh tim independen dari
Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Seolah tidak ingin menyia-
nyiakan kesempatan, para pegiat pemekaran mendesak kepada DPRD Brebes
untuk segera melakukan rapat paripurna.®

Syarat administratif yang termaktub di dalam PP Nomor 78 Tahun

2007 Pasal 5 Ayat (2) meliputi: keputusan DPRD kabupaten/kota; keputusan

*https://www.panturapost.com, Sudah Ada Sejak Zaman Soekarno Begini Sejarah
Pemekaran Brebes Selatan, Update Kamis 25 Februari 2021, Pukul 19.50
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bupati/ wali kota induk tentang persetujuan pembentukan calon
kabupaten/kota. Selain itu keputusan DPRD Provinsi tentang persetujuan
pembentukan calon kabupaten/kota; keputusan gubernur tentang persetujuan
pembentukan calon kabupaten/kota; dan rekomendasi menteri. Syarat
pertama dan kedua sudah mereka lalui. DPRD Kabupaten Brebes pada
tanggal 26 Maret 2018 menyepakati daerah otonomi baru enam kecamatan di
wilayah Brebes selatan.*®

Faktor pendorong pemekaran diantaranya dengan mempertimbangkan
alasan pemerataan ekonomi serta kemudahan public service bagi masyarakat
Brebes Selatan. Dengan begitu diharapkan kemapanan dan kemandirian
masyarakat akan tumbuh dan membangun Kabupaten baru yang
mensejahterakan. Namun masih banyak permasalahan dan faktor kompleks
yang mendorong dilakukannya pemekaran Kabupaten Brebes. Selain itu jarak
tempuh yang cukup jauh dari brebes selatan menuju kabupaten induk cukup
jauh dengan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit tentu saja
menimbulkan ketidak efektifan hanya untuk sebuah pelayanan publik yang
memang menjadi faktor pendorong pemekaran kabupaten Brebes.

Penulis tertarik dengan masalah terhadap upaya pemekaran kabupaten
Brebes sehingga penulis mencoba menggali masalah tersebut dengan
perspektif  maslahah mursalah. pengertian maslahah mursalah secara
etimologi, maslahah sama dengan manfaat, atau suatu pekerjaan yang

mengandung manfaat. Dikatakan juga dari kata al-maslahah semuanya

10 https//www.jateng.antaranews.com, Kegigihan Rakyat Brebes Di Tengah Moratorium
DOB, Kamis 25 Februari 2021, Pukul 19.45



mengandung arti ‘manfaat’, baik secara asal maupun melalui proses seperti
menghasilkan kenikmatan atau faedah.*

Al-maslahah al-mursalah yakni suatu ketentuan yang berdasarkan
pemeliharaan dari kemudaratan dan untuk menyatakan suatu manfaat.*2

Maslahah al-mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak
didukung oleh syara’ secara khusus dan tidak pula dalil yang
membatalkannya, tetapi kemaslahatan itu didukung oleh sekumpulan makna
nas (ayat atau hadis), misalnya kasus pengumpulan al-Qur’an yang dilakukan
pada masa khalifah Abu Bakar al-Shiddig dan pembukuannya pada masa
khalifah ‘Utsman bin Affan. Karena tindakan itu tidak ada ditemukan dalilnya
secara khusus.?

Seiring berkembangnya zaman mengarah pada moderenisasi, semakin
banyak pula persoalan-persoalan baru dalam semua bidang kehidupan
terutama yang dirasakan oleh umat Islam, yang mana jangan sampai dengan
adanya hal baru menimbulkan kemudharatan dan membawa pada kesesatan
yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Maka metode A/-masiahah al-
mursalah ini banyak diterapkan pada persoalan-persoalan baru yang belum
ada ketentuannya dalam nash baik al-Qur’an maupun hadis.

Pada dasarnya tidak ada masalah serius tentang al-Qur’an dan al-
Sunnah sebagai sumber hukum yang utama. Sebagai sumber hukum lapis

kekua, [jma’ dan Qiyas diterima oleh seluruh kalangan ilmuan hukum, namun

“Rachmat Syafe’i. llmu Ushul Figh (Bandung: Pustaka Setia, 1999). him. 117

2Masyhuri, Sistem Perdagangan Dalam Islam (Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi,
Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia, 2005), him. 143

13Busyro, Maqasid Al-Syari’ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, (Jakarta:
Kencana, 2019), him 158.
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tidak untuk istihsan dan maslahah. Kendati dipersoalkan, istihsan sebagai
prefensi masih memiliki legitimasi tekstual keagamaan. Sedangkan maslahah
yang tidak memiliki legitimasi tekstual secara jelas, hanya segelintir ulama
yang mendukung aplikasi teori tersebut. Secara khusus, maslahah memiliki
citra kontroversi yang lebih menarik dibanding dengna metode lainnya.'*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata maslahat berarti sesuatu
yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna.
Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat dan
kepentingan.®®

Maslahah al-mursalah dalam syari’ah Islam menempati tempat yang
sangat strategis karena syari’ah diturunkan Allah kepada manusia untuk
kebaikan dan kemaslahatan hidup mereka, bahkan syari’at Muhammad SAW
diturunkan semata-mata sebagai rahmatan I al-‘alamin. Namun maslahat
tersebut apabila diberikan kepada manusia untuk tanpa diberi format dan
paradigma yang jelas dikhawatirkan manusia akan terjerumus pada
kesenangan dan kemauan nafsu atas nama maslahah.'®

Begitu juga dengan pemekaran wilayah yang mana merupakan
permasalahan pada tatanan pemerintahan di era modern ini. Secara jelas tidak
ada nash yang mengatur tentang pemekaran wilayah oleh karena itu konsep

pemekaran wilayah ini memang sejalan dengan konsep maslahah mursalah,

Al Mutakin, Implementasi Maslahah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan, Jurnal
Kordinat, Vol. XVIl, 2018, him 326.

5Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1996, cet Ke-2), him 634.

1BAli Mutakin, Implementasi Maslahah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan, Jurnal
Kordinat, Vol. XVII, 2018, him 326.
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pemekaran wilayah sebagai upaya yang ditempuh untuk menciptakan
kebaikan dan kemaslahatan bagi umat yang tentunya melalui berbagai
pertimbangan supaya solusi pemekaran benar-benar dapat dirasakan oleh
masyarakat luas secara umum dan masyarakat dari daerah pemekaran tersebut
secara khusus.

Dalam konsep maslahah al-mursalah membahas mengenai kehidupan
yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia
yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki bukan hanya
kebahagiaan dunia semata dan bukan kebahagiaan dunia kepada kesengsaraan
kehidupan akhirat. mas/ahah mursalah berorientasi pada konsep dasar menata
kehidupan, dalam hal pemekaran wilayah maka pembahasannya tentang
bagaimana kemaslahatan itu akan dirasakan oleh umat. Yang pada kajian ini
akan fokus pada upaya pemekaran Kabupaten Brebes terhadap kemaslahatan
umat.

Dari konsep maslahah mursalah ini akan di relevansikan dengan
dinamika politik yang terjadi terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan hal
ini sangat menarik bagi penulis untuk memaparkan dinamika politik yang
cukup panjang prosesnya terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan, lalu
analisis bagaimana konsep maslahah mursalah pada masalah pemekaran

wilayah Brebes Selatan ini.

B. Definisi Operasional
Skripsi berjudul “Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes

Selatan Dalam Perspektif Maslahah Mursalah”, pada definisi operasional ini
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akan dipaparkan makna dan pengertian dari konsep atau variabel penelitian hal
ini akan mempermudah penelusuran, pengkajian dan pengukuran variabel lebih
lanjut diantaranya yakni:
1. Dinamika Politik
Menurut Slamet Santoso (5:2004) mengemukakan bahwa:
dinamika politik adalah tingkah laku yang secara langsung mempengaruhi
warga lain secara timbal balik, dinamika berarti adanya interaksi dan
interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota
kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan
kelompok secara keseluruhan. Menurut Leo Agustino (62:2009)
mengungkapkan bahwa: dinamika politik terkait sekali dengan persoalan
partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap
saja problematik, salah satu sebabnya karena pemaknaan yang bias
penguasaan. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam
menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka medium yang disediakan
hanyalah birokratis-teknokratis: = mekanisme perencanaan di bawah,
penjaringan aspirasi dan sejenisnya. Selanjutnya dinamika politik menurut
Dwiyanto (110:2002) dapat diartika sebagai gambaran seberapa jauh
proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai

demokrasi dan akuntanbilitas.’

7Yeri Wahyudi, “Dinamika Politik Penyerahan Kebijakan Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial (BPJS) Di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”, Jom Fisip, Vol. 4,
No. 2, Oktober 2017, him 3.
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2. Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah merupakan pemisahan suatu wilayah dari
induknya sehingga terbentuk wilayah baru dengan mempertimbangkan
berbagai aspek yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang slah satunya melalui
peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.*®

Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa)
merupakan dinamika kemauan masyarakat pada daerah-daerah yang
memiliki cakupan luas wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya
UU No. 32 Tahun 2004 yang sekarang telah berganti menjadi UU No 23
Tahun 2014 dan PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Cara Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan
ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa
penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan
atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah.®

3. Al-maslahah mursalah
Maslahah al-mursalah adalah metode penetapan hukum yang

dilakukan pada saat tidak ada dalil sama sekali yang secara khusus

18Azies Bauw, “Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Legal Pluralism, Vol 8 No. 1 Januari 2018, him 6-7

¥Andik Wahyun Mugoyyidin, “Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca
Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan”, Jurnal Konstitusi,
Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, him. 291
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mengatur sebuah permasalahan. Dengan mengedepankan magasid
syari’ah ini, diharapkan penggunaan maslahah al-mursalah sebagai dalil
hukum dalam istinbat tidak akan melenceng dari kehendak Allah SWT.?
Maslahah al-mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya
tidak didukung oleh syara’ secara khusus dan tidak pula dalil yang
membatalkannya, tetapi kemaslahatan itu didukung oleh sekumpulan

makna nas (ayat atau hadis).?

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana dinamika politik pemerintah daerah dan elit politik lokal
terhadap upaya pemekaran Brebes Selatan?
2. Bagaimana analisis mas/ahah mursalah terhadap upaya pemekaran Brebes

Selatan?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan
peneliti antara lain:
1. Mengetahui dinamika politik yang terjadi pada pemerintah daerah dan elit

politok lokal pada upaya pemekaran Brebes Selatan.

20Busyro, Maqasid Al-Syari’ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah..., him.
161.

ZBusyro, Maqasid Al-Syari’ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah..., him.
158.
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2. Mengetahui analisis maslahah mursalah terhadap upaya pemekaran Brebes

Selatan.

E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

a. Penulis berharap penelitian ini akan mampu memberikan sumbangsih
ilmu pengetahuan sebagai referensi bagi mahasiswa fakultas syari’ah
khususnya prodi Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian
sejenis yakni mengenai Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran
Brebes Selatan Dalam Perspektif maslahah mursalah.

b. Dapat bermanfaat sebagai informasi juga sebagai literatur untuk
mengembangkan teori yang telah ada dalam bidang Hukum Tata
Negara.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai suatu sarana penambahan wawasan dan pengetahuan bagi para
pembaca mengenai dinamika politik yang terjadi pada upaya pemekaran
Brebes Selatan dalam perspektif mas/ahah mursalah.

b. Menjadi rujukan maupun referensi bagi pembaca mengenai peran serta
perjuangan pemerintah daerah dan elit politik lokal dalam
mengupayakan pemekaran Brebes Selatan.

c. Dapat dijadikan bahan rujukan, sumber informasi dan bahan referensi

pada penelitian selanjutnya agar dapat lebih dikembangkan.
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F. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan kajian tentang teoritis dan referensi lain yang
diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan
dilakukan.?? Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada
karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan
semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas secara
khusus tentang Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan

Dalam Perspektif masiahah mursalah. Dari karya ilmiah yang penulis temukan

membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh lwan Riadi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung,
yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif Dan Figh Siyasah Tentang Upaya
Pemekaran Wilayah (Studi D1 Sungkai Bunga Mayang)”. Pada penelitian ini
fokus pada tinjauan hukum positif dan figh siyasah mengenai pemekaran
wilayah. dalam penelitiaanya menggunakan metode penelitian lapangan
(field research), yaitu megadakan penelitian lapangan denagn cara
wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Selain itu juga dengan
penelitian melalui penelitian pustaka (library research) yaitu mengadakan
penelitian dengan caramrngumpulkan buku- buku yang dibutuhkan. Pada
skripsi yang ditulis oleh Iwan Riyadi dengan skripsi penulis persamaannya
yakni sama-sama membahas tentang pemekaran wilayah. Sedangkan
perbedaannya yaitu skripsi karya Iwan Riyadi membahas tentang tinjauan

hukum positif dan figh siyasah pada upaya pemekaran sungkai bunga

22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: ALFABETA,
2009), him. 291
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mayang. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang dinamika politik
pada upaya pemekaran kabupaten Brebes dalam perspektif A/-maslahah al-
mursalah.

. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rifki Pratama mahasiswa dari UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi ilmu politik fakultas ilmu sosial
dan ilmu politik yang berjudul “Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus
Pembentukan Kota Tanggerang Selatan”. Skripsi ini membahas tentang
politik pemekaran kota Tanggerang Selatan dengan mengurai proses-
prosesnya baik secara administratif maupun secara politik. Dalam skripsi ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan menyajikan data
secara deskriptif  yang pada teknik pengumpulan datanya dengan
melakukan observasi ‘dan wawancara dengan pihak terkait secara langsung.
Persamaan ksripsi karya Muhammad Rifki Pratama dengan skripsi penulis
yaitu membahas tentang politik pemekaran. Perbedaan keduanya jika pada
skripsi karya Muhammad Rifki Pratama politik pemekaran wilayah pada
proses pembentukan kota tanggerang sedangkan pada skripsi penulis
membahas tentang dinamika politik terhadap upaya pemekaran kabupaten
brebes dalam perspektif A/-maslahah al-mursalah.

. Skirpi yang ditulis oleh Mutakaliman Mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga
Yogyakarta, yang berjudul "Pangandaran Sebagai Kabupaten Baru Dalam
Perspektif A/l-Masahah Al-Mursalah”. Dalam penelitiannya menggunakan
metode penelitian lapangan (field research), yakni dengan cara melakukan

investigasi langsung apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, keterlibatan
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langsung dilapangan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data yang
benar dan valid. Adapaun penelitian dengan metode penelitian pustaka atau
literatur adalah sebagai bahan perbandingan (bersifat sekunder). Persamaan
pada skripsi Mutakaliman dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yakni
membahas tentang pembentukan kabupaten baru. Perbedaan keduanya
yakni jika pada pada skripsi yang ditulis olen Mutakaliman lebih fokus
membahas mengenai kontribusi dan manfaat pemekaran pangandaran pasca
dinyatakan sebagai kabupaten baru bagi umat atau masyarakat , sedangkan
pada skripsi ini penulis membahas mengenai dinamika politik yang terjadi
pada upaya perjuangan terwujudnya pemekaran Brebes Selatan.

Jurnal yang ditulis oleh Akhpriyani Trisnawati, berjudul Analisi Peran Aktor
Dalam Pemekaran Kabupaten Brebes pada Jurnal Opf Politic And Goverment And
Studies, Vol. 14 NO. 2 Tahun 2014, penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Dengan sumber data primer yang didapat melalui wawancara. Jurnal ini
bertujuan untuk mengidentifikasikan para pelaku dan kegiatannya dalam rencana
pemekaran Brebes selatan dalam hal ini jurnal tersebut fokus pada peran aktor para
pegiat pemekaran. Analisis pada jurnal ini berupa deskripsi, ilustrasi dan penarikan
kesimpulan pada analisis masalah. Sehingga jurnal tersebut dirasa sesuai oleh
penulis untuk menggarap skripsi ini sebagai referensi atau rujukan. Namun, pada
jurnal dan skripsi ini tentunya terdapat perbedaan meskipun sama-sama meneliti
objek yang sama yakni upaya pemekaran Brebes Selatan. Perbedaan tersebut
adalah pada jurnal tersebut penelitian terfokus pada peran aktor dalam upaya
pemekaran Brebes Selatan oleh karena itu nama-nama aktor lebih sering muncul

dan dideskripsikan beserta peran mereka, pada jurnal ini juga tidak menggunakan
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sebuah perspektif tertentu, sedangkan dalam skripsi ini fokus pada dinamika politik
yang terjadi berkaitan dengan proses politik dan administrasi serta peristiwa-
peristiwa yang muncul pada upaya pemekaran Brebes Selatan dan pada skripsi ini
juga menggunakan perspektif maslahah mursalah dalam memandang upaya
pemekaran Brebes Selatan ini.

Untuk memudahkan dalam mengetahui persamaan dan perbedaan
skripsi penulis dengan karya ilmiah lainnya, maka penulis menguraikannya

dalam bentuk tabel di bawaah ini:

Nama Judul Persamaan Perbedaan
Iwan Riadi, | Skripsi:  Tinjauan | Membahas Perbedaan skripsi
mahasiswa Hukum' Positif Dan | tentang Iwan Riyadi
UIN Raden | Figh Siyasah | pemekaran dengan penelitian
Intan Lampung | Tentang Upaya | wilayah ini adalah,

Pemekaran Wilayah penelitian
(Studi Di Sungkai tersebut

Bunga Mayang)

membahas upaya
pemekaran
wilayah  dengan
perspektif hukum
positif dan figh
siyasah

sedangkan

penelitian ini
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membahas
mengenai
dinamika politik
yang terjadi pada

upaya pemekaran

brebes  Selatan
dengan
menggunakan
perspektif
maslahah al-
mursalah.
Muhammad Skripsi: Politik | Politik Perbedaaan
Rifki Pratama, | Pemekaran Wilayah | pemekaran skripsi Rifki
UIN Syarif | Studi Kasus | wilayah Pratama dengan
Hidayatullah Pembentukan Kota penelitian ini
Jakarta, Tanggerang Selatan yakni pada skripsi

program studi
ilmu  politik
fakultas ilmu
sosial dan ilmu

politik

tersebut  hanya

fokus pada
pemekaran
wilayah tanpa
menggunakan
perspektif

keislaman secara
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Khusus sedangkan

pada  penelitian
ini membahas
mengenai

dinamika politik
yang terjadi pada

upaya pemekaran

Brebes  Selatan
dengan
menggunakan
perspektif Al-
maslahah al-
mursalah.
Mutakaliman, | Skripsi: Membahas Perbedaan pada
UIN Sunan | Pangandaran tentang skripsi
Kali Jaga | sebagai  kabupaten | pembentukan | Mutakaliman
Yogyakarta baru dalam | kabupaten dengan penelitian
perspektif al- | baru, ini yakni, pada
maslahah al- | menggunakan | skripsi yang
mursalah perspektif al-| ditulis oleh
maslahah al- | Mutakaliman
mursalah lebih fokus

membahas
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mengenai
kontribusi dan
manfaat
pemekaran
pangandaran
pasca dinyatakan
sebagai
kabupaten  baru
bagi umat atau
masyarakat :
sedangkan pada
skripsi ini penulis
membahas
mengenai
dinamika politik
yang terjadi pada
upaya perjuangan
terwujudnya
pemekaran

Brebes Selatan.

Akhpriyani
Trisnawati,

Universitas

Jurnal: Analisi Peran

Aktor Dalam

Pemekaran

Upaya
pemekaran

Brebes

Perbedaan tersebut
adalah pada jurnal

tersebut  penelitian
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Diponegoro

Semarang

Kabupaten Brebes
pada  Jurnal  Opf
Politic And
Goverment And
Studies, Vol. 14 NO. 2

Tahun 2014,

Selatan

terfokus pada peran
aktor dalam upaya
pemekaran Brebes
Selatan oleh karena
itu nama-nama
aktor lebih sering
muncul dan
dideskriptifkan

beserta peran
mereka, pada jurnal
ini  juga tidak
menggunakan

sebuah  perspektif
tertentu, sedangkan
dalam skripsi ini
fokus pada
dinamika politik
yang terjadi
berkaitan ~ dengan
proses politik dan
administrasi  serta
peristiwa-peristiwa
yang muncul pada
upaya pemekaran

Brebes Selatan dan
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pada skripsi ini juga
menggunakan
perspektif
maslahah
mursalah  dalam
memandang upaya
pemekaran Brebes

Selatan ini.

Dari semua penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa
semua karya ilmiah tersebut membahas analisi terhadap pemekran wilayah.
Salah satunya membahas juga tentang relevansi pemekaran wilayah dengan

konsep masl/ahah mursalah.

G. Sistematika Pembahasan
Agar pembahasan pada skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka
penulisan disusun menjadi beberapa bab dan sub bab yang secara garis besar
sistematika penulisannya sebagai berikut:
Bab | pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah
mengenai hal-hal yang melatarbelakangi peneliti mengambil maslah ini yakni
Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan Perspektif

Maslahah Mursalah.
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definisi operasional yang memuat kosa kata penting untuk
mempermudah pemahaman skripsi ini, rumusan masala untuk menjawab
persoalan yang akan diteliti dalam pembahasan skripsi, tujuan dan manfaat
penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab Il tinjauan pustaka, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum
mengenai landasan teori yakni pembentukan daerah, pemekaran wilayah,
dimensi politik pemekaran dan mas/ahah mursalah.

Bab Il dilanjutkan dengan metodologi penelitian membahas jenis
penelitian, lokasi penelitian , subjek dan objek penelitian, sumber data,
populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan,metode analisis data.

Bab IV hasil penelitian pada bab ini akan di tampilkan hasil penelitian
berupa profil kabupaten brebes bagian selatan, dinamika politik yang terjadi
pada upaya pemekaran brebes selatan dan analisis kemaslahatan dalam upaya
pemekaran brebes selatan bagi masyarakat.

Bab V penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil analis dan

saran yang mungkin diperlukan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika politik pemerintah daerah dan elit politik lokal pada upaya
pemekaran Brebes Selatan telah berlangsung cukup lama dan sampai saat
ini masih diperjuangkan, perjuangan pemekaran ini berasal dari inisiatif
atau keinginan masyarakat yang diprakarsai oleh tokoh masyarakat atau
elit politik lokal Brebes Selatan, dibentuklah Presidium Pemekaran pada
tahun 2004. Lalu munculnya Komite Pemekaran turut mewarnai dinamika
politik. Adanya hasil kajian direspon Pemerintah Daerah Kabupaten
Brebes dengan dibuatnya Keputusan bersama Bupati Brebes dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes No. 135.4/616/Tahun 2018
dan No. 170/1032/Tahun 2018 Tentang Persetujuan Pembentukan Calon
Daerah Otonomi Baru di Kabupaten. Bupati kabupaten Brebes kemudian
membuat Sk tim pemekaran. Tim tersebut terdiri dari SKPD dan OPD
serta liding sektor lainnya Saat ini upaya pemekaran telah ada pada tahap
verifikasi syarat administrasi, adanya syarat pendukung yang harus
dilengkapi terkait anggaran dan persiapan sarana prasarana.

2. Dinamika politik pada pada upaya pemekaran Brebes Selatan sesuai
dengan syarat maslahah mursalah. Pada konsep maslahah mursalah

terhadap alasan yang sama pada upaya pemekaran Brebes Selatan untuk

128
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tujuan maslahah itu sendiri yakni mengutamakan kemaslahatan secara
umum dan menghentikan kesulitan yang selama ini masyarakat Brebes
Selatan alami dalam mendapatkan pelayanan publik serta untuk
memberikan rasa nyaman, penyelenggaraan pemerintah yang dekat dan
lebih efisien untuk mengarah pada kesejateraan masyarakat. Maka
dinamika politik yang terjadi pada upaya pemekaran Brebes Selatan
dikatakan sejalan dengan konsep maslahah mursalah, tidak ada dalil yang
bertentangan dengan persoalan pemekaran ini, justru didukung oleh

beberapa dalil yang berkaitan dengan konsep tersebut.

B. Saran

Upaya pemekaranan Brebes Selatan mengalami dinamika politik
yang panjang dan tidak sederhana apresiasi patut diberikan pada pegiat
pemekaran, masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes serta pihak-
pihak terkait yang turut mendukungnya. Sebagaimana harapan Presidium
pemekaran, alangkah lebih baiknya apabila tugas Pemda saat ini dapat
sesegera mungkin untuk kemudian dapat diajukan pada Pemerintah
Provinsi.

Masalah  pemekaran  sebaiknya dihadapi bersama untuk
membuahkan hasil yang diinginkan, masyarakat Brebes Selatan terutama
generasi muda harus ikut serta aktif berpartisipasi, begitu pula antara
masyarakat Brebes Selatan dengan masyarakat di Kabupaten induk untuk
selalu kondusif menanggapi pergolakan politik yang ada pada upaya

pemekaran ini.
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